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BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk
mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi
dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;

b. bahwa dengan telah diundangkanya Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2018;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang ........
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614 );

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

selanjutnya disingkat LKj IP adalah dokumen yang
berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
disusun dan disampaikan secara sistematik dan
melembaga.



BAB II
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pasal 2

LKj IP merupakan laporan Pemerintah Daerah kepada
Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai
laporan capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan
dalam penetapan kinerja Pemerintah Tahun 2018.

Pasal 3

Naskah LKj IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
Pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI JEMBRANA,
ttd
I PUTU ARTHA
Diundangkan di Negara.
pada tanggal 26 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 12
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